MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tuanku Dorong Hutagalung No. 4 Telp. (0631) 22087 Fax.22087
Sibolga 22521

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA
NOMOR :4a!.1 /344 [ PAUDN! /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OFERASIONAL PAUD

Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini dari : Hj. YASMURNI DJAMBAK, BE, MBA Selaku
Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini bentuk KB MUTIARA IBU

AISYIYAH Nomcr : 02/D/KB MIA/NI2016 tanggal 08 Maret 2016
beserta lampiran-lampirannya.

a. dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia
Dini ( PAUD ) perlu diberikan izin operasionai penyelenggaraan
kepada lembaga-lembaga penyelenggara PAUD

b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini dalam bentuk program Kelompok Bermain tersebut perlu
dibuat dalam surat keputusan

c. bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut
dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan

perundangan yang berlaku

1. Undang — undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

2. Undang — undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; '

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementrian Negara;

5. Permendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nen Formal dan
informal;

6. Permendiknas Rl Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal,



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,

'}‘gg}é)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

9, Peraturan...



